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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOI\,iIOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

NoI\rOR ' 165 /ORT O6-Knt 1717? IKC)TA lVl lrizi

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

Menimbang a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tairurr 20i9 Teni-ang Tai,a Kerja Konisi Ferrtiiiira-rr

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

tentang Prosedur Standar Operasional Penyusunan

Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kota Tomohon;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 Tentang

Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang nomor

2 tahun 202O tentang perubahan ketiga. atas Undang-

Unciang i.[omor i tahun 20i5 tenang Penetapan

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2O2O nomor 128, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105

Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Wewenang, Organisasi, dan Tata Ke{a Sekretariat
I^-l^-^'! t,r^*!^: rr^-:l:L^- IT-..- Q^l-^.^-:-+ L^..:^:LrUi-iajui iii i\liiiii-r iuaiilruraur

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O5 Tahun

2008 tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah
,l:,.1-^l^ l^-^^- D--^+"-^- L^*i^i Da-l!iL^- II+r!-
Uiiiijii-ii iiciiEaiii r'-Ui iiaaii aiir ir(^i sr

Nomor O1 Tahun 2OlO tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O5 Tahun

2OO8 t€artang Tata Keqia Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum KabuPaten/ Kota

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

^n 
t tr ,Tr^-+^-^ 'T^+^ I\I^^1.^L n:-^i t1r-ici rr^-:l:L^-

z:U i C i Cn-liiiiB, i aiji i'iait^air i nrii<ri) rr\Iruo

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi

Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan

Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

r911);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
.tn t a|Tr^-.^-- ,tr^+^ r/^-:^ rz^-:-i r,r+i!i!-,^- r l+'!#ZUi) i Cn'.iiiiB iain r'rurja .r(Jiursr

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah

diubah dengan P€raturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 Tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum,
t/^*:^: D^-:l,:L^- r r*,,- D-^'.:-^: ltr !/--icii\iiii.iisi i-Uiiiiiiiiitii r.,r lii.r r r r

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:

s2glKpts/KPu/Tahun 2O14 tentang Pedoman Teknis

Pembentukal dan Pertanggungiawaban Tim Pelaksana



Menetapkan

KESATU

taE\

KETIGA

D-^^^,{,,- C.^-.l^-r rrJJL\rrlr rJ rlurtr6u

Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi Dan

KPU / KIP Kabupaten / Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

929/HK.O3.l-Kpt/Oa/KPU/V/2019 tentang Kode

Klarifrkasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di
r :-^1...-^^- L,-'..:-; f)^-:t:L^- r r..tt- D^..''Ll:!.!ur5,t\qrr6<ur r\\,Puvg^

Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi

Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan

Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:

I 442 I HK.O3-Kpr / 03 / KPU / Xl / 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi
D^-:t;L ^- r r*.-..-

MEMUTUSl(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

TOMOHON TENTANG PROSEDUR STANDAR

OPERASIONAL PET'TYIJSUNAN KEPUTUSAN DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

TOMOHON

Menetapkan Prosedur Standar Operasional sebagaiman

terlampir dalam Keputusan ini sebagai satu bagian yang

tidak terpisahkan untuk dilaksanakan setiap

bagian/sub bagran sebagaimana struldur organisasi

yang telah ditetapkan;
:-: L^^^..+^ -^-,: ^: - --^r-ur r^-sr-r r.f t i- v rorrrj o.^l

kemudian, berlaku sepanjang Tahun 2020, dan tetap

berlaku untuk kegiatan penyusunan Keputusan di

lingkungan Kornisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

sepanjang belum ada Prosedur Operasional Standar

yalg baru;

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini,
-J:L^1-^-!-^- l-^-^I^ A-----^- Lr.iL^L D^-iliL^- tII-l: Ia4+^
i-i i LiU ijaij i iiiii i iiuPci'(-iar. / irlE'6ax,r



KEEMPAT Keputusan ini berlalu pada tanggal ditetapkan.

Ditetapi<an di :

Pada tanggal :

Tomohon
15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTATOMOHON,

TTD

HARRYANTO Y.S LASUT

Salinan S€suai Aslinya
KPU KOTA TOMOHON

Hukum

Matantu, SH,. MH
08042008111001
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I.AMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

T?'\tr r\TZ\r r.^n - 7cc t t'\t'r.a t\raA\,' I /.t I \JlVl\Jl r\-,rt! 1!\-r-rvr\-/l\. ru.J/ \-,rr\1.vlr-

Kptl7I73/KOTA/vtl2O2O TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

PEI\MJSUNAN KEPUTUSAN DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA TOMOHON

PROSEDT'R PEITTUSUITAN XEPUTUSAI{ DAN TORMAT LEMBARAI{
KARTU KEI{DALI

Prosedur Pen5nrsunan Surat Keputusan KPU KOTA

a| Deskdpsi Prosedur:

1. Tahapan Penyusunan rancangzrn Keputusan KPU Kota:

^ D^--,^..1^.^. I-.^o,. r \-ra6q\ru!a.ra, uarr

b. Penyusunan dan pembahasan

2. Tahapan pengusulan rancangan Keputusan KPU Kota

sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a, sebagai

berikut:

a. Unit Kerja Pengusul mengajukan rancangan Keputusan

KPU Kota sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
L fJ^--:tra- L^.^..+,.--- L'DI I I1^.^ -^',1-^^^i*^-^u. r LrrSaJ uo.ra AulJuLqi'@l sLva6<urrro,rra.

dimaksud dalam huruf a dilalukan oleh Kepala Sub

Bagran pada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas yang

disampaikan kepada Unit Ke{a Subbag Hukum

c. Nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b,

dilampiri dengan rancangan Keputusan KPU Kota, yang

disertai dengan:
1t n^l-..*^- -^-1,,t-,,-^..{-- /-+^..
! uv^u^lr\/rr l,r-r l!uu^ur16,Lra)tI <rt-o.u

2) Daftar inventaris masalah apabila Keputusan KPU Kota

yang diajukan berupa pedoman teknis

d. Dalam hel Ketua KPU Kota atau Selretaris KPU Kota

mengusulkan pembuatan Keputusan KPU Kota,

dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau

disposisi kepada Unit Keq'a Pengusul
a Pos^^--^- I7^....1..--- IZfrI I J:-^r--^.i1.^-,I^I^- l^^-+,,1-.v. I\o,1ruar5q,r !!r \,/ urir<ilirP.ilri€iai (-.d,irdiii aiuiiai,iii,

ll Hardcopg; dan



2) Sofiopg rancangan Keputusan KPU Kota yang dapat

dikirimkan meldu media eurat elektronik (emaitl;

f. Dalam hal rancangan Keputusan KPU Kota merupakan

perubahan atas keputusan yang sudah ada, dalam

penyampaiannya dapat dilengkapi dengan persandingan
t,^-,,+,,^^- ^1.^- J:.,L^L ).iicpuiusan yEiiit aiiaij ciuDan Gcngan ;:ancaijgan

keputusan perubahan; dan

g. Format rancangan Keputusan KPU sebagaimana

dimaksud dalam huruf c berpedornan pada Pedoman

Teknis ini
3. Tahapan pen5rusunan dan pembahasan sebagaimana dimal<sud

pada angka I huruf b, sebagai berikut:
- a^+^l-L 

-^-^..:-- -^1- I:-^-,,^..1^.^ ?^-...-,^^-4.. rrt-L!,-r€Lrr rrvLa. iiriiai.s iisaiiaiii iiiiicaiiiBiiji i'\i;F ji.iisan

KPU Kota, Unit Subbag Hukum melakukan tahapan
penyusunan keputusan dengan rincian sebagai berikut:
1) Kepala Sub Bagian Hukum mendisposisikan dan

memberikan arahan kepada staf, untuk melakukan tegal

drafing danr/atau kajian rancangan Keputusan KPU

Kota;
o\ n^t^'.. --^^^- ,-^^, J-^aj-^ ^^L^_^:*.^-^ .t:..^l-^,,1 _^t^4t uotratr i pr vo!\, .ay@! @, @J L..tA oU iia6,a2ji i iiij iii i,iiiiiiiniji,iii piiliii

angaka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama dengan

Unit Kerja Pengusul dan/atau unit kerja terkait melalui
rapat koordinasi;

3) Kepala Sub Bagian Hukum menyampaikan kembali

ranc€rngan Keputusan KPU Kota hastl legd drafiing
kepada Unit Keq'a Pengusul melalui nota dinas;

4! tlrr^ ,.1.;--^ ^^tr.n^:-^-^ l:-^l--.!,{ -^.{^ ^-*l-^ ,r\rur.1o g, ua.Eauiiia'i ia2. iiijiiiiiiijiil"i paUa iiiiB,iia \fi

memuat permohonan untuk dilakukan pencermatan

kembali atas substansi pengaturan dalam rancangan

Keputusan KPU Kota }:aeil legd drafiing
b. Setelah dilakukan pencerrnatan kembali terhadap rancangan

Keputusan KPU, Unit Kery'a Pengusul mengirimkan kemba-li

r.rncang€rn Keputusan KPU Kota hasil pencermatan kepada
a,rLL^- Lr,,t-,,-\JLtr,Ua6

c. Kepala Sub Bagian Hukum memberikan paraf, dan
menyampaikan rancangan Keputusan KpU Kota kepada

Kepda Sub Bag,an pada Unit Kerja Penguaul, untuk
dibubuhi paraf pada rancangan Keputusan KpU Kota

d. Subbag Hukum menyampaikan rancangErn Keputusan KpU
Kota yang telah dibubuhi paraf kepada Sekretaris KpU Kota



e. Sekretaris KPU Kota membubuhkan paraf menyampaikan

ranc.rngan Keputusan KPU Kota kepada Anggota KPU Kota

untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kota

f. Pembahasan dalam Rapat Pleno KPU Kota dapat

menghasilkan
I I I-,,1^- -^-,L^L^- ,-^-l-^:1.^- ^,,L^+^-^.:,Pr-r qlJq'rrorr/ P\.r u.!^,a.rr

2. Pengagendaan koordinasi dengan lembaga/instansi

terkait; dan/atau

3. Kebijakan lain.

g. Dalam hal pembahasan Rapat Pleno KPU Kota menghasilkan

usulan perubahan/perbaikan substansi, Kepala Sub Bagian

Hukum melakukan perbaikan sesuai hasil pembahasan;
L n^l^- L^l -^-L^L^--- D^-^+ Dl^-^ IZDII I?r^+^ 

-^-^L^-:tl.^-r.ar pLrrr.rar ro.i)a,ar i\ai,iiia.a i iuiiv i-r!- v i\i., Lii iiiijiiBliiiisiiiiaii

pengagendaan ramcangan Keputusan KPU Kota untuk
dikoordinasi dengan lembaga/instansi terkait, Kasubbag

Hukum dan Unit Keqja Pengusul melaksanakan:

I ) Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam
penyusunan rancangan Xeputusan KPU Kota sesuai

dengan hasil Rapat Pleno KPU Kota;
Ol l1^^-.rl,;-^^: .{^-^- t^-L^-^ /:-^}^-^; +^,1.^:+ .{,it^.t.,,t.^_z, r\\r\,uuro.r, reiiiwq.Ed./ iiisiiijiiji LUi iiiir( ij r iiiii i,i iiai i

sesuai dengan kebutuhan pembuatan rancangan

Keputusan KPU Kota

3) Koordinasi dapa.t dilakukan melalui surat rapat
koordinasi, focrzs gtoup disanssio4 audiensi, atau
pertemuan dalam format lain;

4) Dalam kegiatan koordinasi dengan lembaga/instansi lain,
.l--^+ 

-^--.-?r^- -rrL.- .+^.. ^Ll: aara_.;: ^.1^I: D^-]r.,uapc.L utsrr6qarq.li pciiiia.i <ra.iu iniii irupui ij aiiii a-Cmiiii,

praktisi pemilu, ahil hukum tata negara, atau ahli dalam
bidang lain yang diperlukan dalam penyusunan

ranc€rngan Keputusan KPU Kota;

5) Unit Subbag Hukum dan Unit Kerja pengusul mencatat
hasil koordinasi dan membahas masukan yang diperoleh

dari hasil koordinasi untuk dipaprkan dalam Rapat pleno

Ial)\ I V^.^

i. Rapat Pleno KPU Kota penetapan Keputusan KpU Kota
dilalukan setelah pembahasan terhadap hasil dari
koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan/ atau
kegiatan lain yang dilakukan dalam pembahasan rErncangan

keputusan KPU Kota



j. Dalam hal rapat pleno penetapan rancangan Keputusan KPU

Kota telah selesai dilakukan, Subbag Hukum menyamparkan

rancangan akhir Keputusan KPU Kota kepada Sekretaris

KPU Kota

k. Rancangan akhir Keputusan KPU Kota sebagaimana
J.'-.t.^.,r ,^l^- L,,.-.a: L^--- t:l-..t-,,: -^-^f ^t^L .\rt vi.. vur P<ir aii viuii .

1) Kepala Sub Bagian Hukum

2) Kepala Sub Baeilan pada Unit Ke{a Pengusul; dan

3) Kepala Sub Bagran pada Unit kerja terkait
l. Sekretaris KPU Kota membubuhi paraf dan menyampaikan

ranc€rngErn akhir Keputusan KPU Kota kepada :

1) Para anggota KPU Kota untuk dibubuhi paraf; dan
a! lZrtr r r t..rtt t \,^.^,,-+,,1,,{:+^+^-1.^-.z, rrL Lua urrrr.ir u a(Ui.aiiiiial i,

m. Dalam hal Keputusan KPU telah ditetapkan, Unit Kerja

Kearsipan memberikan nomor pada Keputusan KpU Kota
yang telah ditetapkan dan menyampaikannya kembali

kepada subbag hukum
n. XPU l(ota menyebarluastaa SALII|AN Keputusaa KpU

Kota, meldui hegltan soriallsasl/ penyuluhan/
penggaadaanr, tckaologl iafoiaaEi.
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(U Prosedur Penyusuaan Surat Keputuran Sckretaris KPU KOTA

b! Desk:ip=! P:acedlrr:

1. Tahapan Penyusunan rancangan Keputusan Sekretaris KPU

Kota:

a. Pengusulan; dan

b. Penyusunan dan pembahasan

2. Tahapan pengusulan rancangan Keputusan Sekretaris KPU

Kota sebagaimana dimaksud pada angka I huruf a, sebagai
L.-;I.,,+.

a. Unit Kerja Pengusul mengajukan rancangan Keputusan

Sekretaris KPU Kota sesuai dengan tugas, pokok dan

fungsinya;

b. Pengajuan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh

Kepala Sub Bagian pada Unit Ke4'a Pengusul melalui nota
,{:--^ ,-^-- 4ic<:--:r.^- l-^-^l- r r-:+ rz^?:- a__LL^_u.utar J o.ar6 u.rrla.rllP.il-iiia'ii itupij.i-iij. \iiiiL i\iji]ii JUUOaE

Hukum

c. Nota dinas sefqgeimana dimaksud dalam huruf b,

dilampiri dengan rancErngan K€putusan Sekretaris KpU

Kota, yang disertai dengan:

l) Dokumen pendukung;d an/ atau
2) Daftar inventaris masalah apabila Keputusan

c^t,-^+^-:! vD! I ra^+^ ..^-^ .I:^:,,t_^- t^^-,_^ _^t^_^_ru v irvi.ii ,.iiiE, (iiaj i-iiiiiji ijciiipa pcCoinaii

teknis

d. Dalam hal Sekretaris KPU Kota mengusulkan pembuatan

Keputusan Sekretaris KPU Kota, dilengkapi dengan

keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Unit
Kerja Pengusul

e. Rancangan Keputusan Sekretaris KpU disampaikan dalam
L^-&,1-,

1) Hardcopg; dan

2) Soficopy rancangan Keputusan Sekretaris KpU Kota
yang dapat dikirimkan melalu media surat elektronik
(ematll;

f. Dalam hal rancangan Keputusan Sekretaris KpU Kota
merupakan perubahan atas keputusan yang sudah ada,
dalam pcni'amparannjia dapat dilcngkapi dcngan
persandingan keputusan yang akan diubah dengan
rancangan keputusan perubahan; dan



g. Format rancangan Keputusan Sekretaris KPU

sebagaimana dimaksud dalam huruf c berpedoman pa.da

Pedoman Teknis ini
3. Tahapan pen;rusunan dan pembahasan sebagaimana dimaksud

pada angka I huruf b, sebagai berikut:
^ A^+^r^L ..^-^-;..^ -^+^ .li-^^ ,,^,,1^- I/^-,,+,,^^-i iwi-ia iiitia:i.s i..Si.iiaii i iij iUiijiBiiii i'rcpUausa;i

Sekretaris KPU Kota, Unit Subbag Hukum melakukan tahapan
penJrusunan keputusan dengan rincian sebagai berikut:

1) Kepala Sub Bagran Hukum mendisposisikan dan
memberikan arahan kepada staf, untuk melakukan legal

drafing dan/atau kajian rzrncangan Keputusan

Selrretaris KPU Kota;
a! n-l-.- --^^^- !-^^! )--a.;-- -^L^<-:q^-^ l:.-^.t_-_.1 _^J^zt rJo)o,r',| pr r,ro\-. .cy.4..i.iJL.iU iruijaBaiiiiiiiiia iiimaiisiio paca

angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama dengan

Unit Keda Pengusul dan/atau unit ke{a terkait melalui
rapat koordinasi;

3) Kepala Sub Bagran Hukum menyampaikan kembali
rancangan Keputusan Selrretaris KpU Kota hasil legat

drafring kepada Unit Keq'a Pengusul melalui nota dinas;
.t\ tr^+^ .I:-^^ .^L^_^j*.^-^ l:-^r,-,,1 -^l^ ^__1.^ ,luIr. o i'i wq.E rriiiiiiia iiiiiiiij.isiiG paca angKa .i;

memuat permohonan untuk dilakukan pencermatan

kembali atas substansi pengaturan dalam rancangan
Keputusan Sekretaris KPU Kota hasil legat drafing

b. Setelah dilakukan pencermatan kembali terhadap rancangan
Keputusan Sekretaris KPU, Unit Kerja pengusul mengirimkan
kembali rancangan Keputusan Sekretaris KpU Kota hasil
-.6 ^^-^ +^- t-^-^"t^ cl,,LL^_ LL,t.,,_l,urr\,r,r rrral.o.rr ^r-l,.iria l]qLiijaB i-i i-iiii.jili

c. Kepala Sub Bagian Hukum memberikan paraf, dan
menyampaikan r€rncangan Keputusan Sekretaris KpU Kota
kepada Kepala Sub Bagian pada Unit Ke{a pengusul, untuk
dibubuhi paraf pada rancangan Keputusan Sekretaris KpU Kota

d. Subbag Hukum menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris
KPU Kota yang telah dibubuhi paral kepada Sekretaris KpU Kota

c. Sckr:ctans I{PU l(ota mc:nbahas rancangan I(cputusa;r Sckrctans
KPU Kota bersama dengan;

1) Kepala Sub Baetran Hukum; dan
2) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja pengusul; dan/atau
3) Kepala Sub B"glan pada Unit Ke4'a terkait;

f. Dalam hal rapat pembahasar: menghasilkan:

1) Usulan perubahan/perbaikan substansi;



2) Pengagendaan koordinasi dengan lembaga/instansi

te{kait; dan/atau

3) Kebijakan lain.

g. Dalam hal rapat pembahasan menghasilkan usulan
perubahan / perbaikan substansi, Kepala Sub Bagran Hukum

-^r^l-,'l-^- -^-I-^:t--.^ ^^-ra^: L--:l -^-1-^L--^- -
PurUql^q.!rPulrllJglra'Dqlrr,

h. Dalam hal pembahasan menghasilkan pengagendaan rancangan

Keputusan Sekretaris KPU Kota untuk dikoordinasi dengan

lembaga/ instansi terkait, Kasubbag Hukum dan Unit Ke{a
Pengusul melaksanakan :

1) Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait da-lam

penyusunan ranc€rngan Keputusan Sekretaris KPU Kota

^^^,,^: Ia--^- L^^:t -^-L^r-^^^-,-L rr-.o.r \rer16<u

2) Koordinasi degan lembaga/instansi terkait dilakukan

sesuai dengan kebutuhan pembuatan Keputusan

Sekretaris Kota

3) Koordinasi dapat dilakukan melalui surat rapat
koordinasi, foan s grutp discussro4 audiensi, atau
pertemuan dalam format lain;

,t n^t^* 1.^;^..- L-^-ir:--^i.r^--^- l^-la^-^ /.:-^+^_^: t^:_at e. roLllt ^L6raliaii i\i.^.ri ijiiiii-si ijuiiEirji iciiiijaBa/ ifisian Si iain,

dapat mengundan pakar atau ahli seperli ahli pemilu,

praktisi pemilu, ahil hukum tata negara, atau ahli dalam

bidang lain yang diperlukan dalam penyusunan

rancangan Keputusan Sekretaris KpU Kota;

5) Unit Subbag Hukum dan Unit Kerja pengusul mencatat

hasil koordinasi dan membahas masukan yang diperoleh
l^; L^^:l l-^^-.1:-^-: ,,-.,,1_ I:-^-^-l-^_ l^!^_

^iivi uir i.i.'i ijiiiiix uipapaliian caiam

pembahasan bersama Sekretaris KPU Kota;

i. Dalam pemabahasan rancangan Keputusan Sekretaris KpU Kota

telah selesai dilakukaa, Unit Sub Bagran Hukum menyampaikan
rancangan akhir Keputusan Sekretaris KpU Kota untuk
ditetapkan;

j. Rancangan akhir Keputusan Sekretaris KpU Kota sebagaimana
dimaksud dalam huruf i, harus dibubui pa-raf olch :

4) Kepala Sub Bagran Hukum
5) Kepala Sub Bagran pada Unit Kerja Pengusul; dan
6) Kepala Sub Bagian pada Unit ke4ia terkait

k. Dalam hal Keputusan Sekretaris KpU telah ditetapkan, Unit Keda
Kearsipan memberikan nomor pada Keputusan KpU Kota yarrg



telah ditetapkan dan menyampaikannya kembali kepada subbag

hukum

l. Sekretarlat KPU Kota menyebarluaskan SALIIYAN Keputusan

KPU Kota, melalul Legltan sosialisasi/ pen5ruluhan/

penggandaan/ teknologi lnformasl.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tomohon
15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTATOMOHON,

TTD

I{APP\/ANTN\/qIAqIIJ'
Salinan Sesuai Aslinya

SEKRE"TARIAT KPU KOTA TOMOHON
Sub.Bagian Hukum

Matantu, SH,. MH
111001
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